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SALINAN

PERATU RAN

MENTERI RISE}_T TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015

 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kmema Universitas

'Negem Semarang untuk melaksanakan pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan, penehtxan dan pengabdian

kepada masyarakat, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Semarang; -
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

Und,ang~Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara . Republik -

' Indonesm Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tenhtang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan  Pengelolaan
_ Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahunn 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
- Organisasi  Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai
© Pembentukan  Kementerian dan Pengangkatan Menteri
- Kabinet Kerja Periode 2014 2019;
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7. Keputusan Menten Keuangan Nomor 36,£ JKMEK.05/2008
- tentang Penetapan Umvermms Negem Semarang sebagal
Instansi.  Pemerintah vang - Menerapkan Pengelolaan
: K@uangan Badan Layanan Umum -

Memperhatikan - Surat Mentem Pen_dayagunaan_ Aparatur' _Négaré dan
' - Ref@rmam - _B;rokrasi-_ Nomor  B/202/M.PANRB/06/2015
“tanggal 15 Juni 2015. N -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN = MENTERI RISET,  TEKNOLOGI, ~ DAN
| - PENDIDIKAN = TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. |

BAB 1
KEDUDUKAN TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

{1} Universitas Negem Semarang selanjutnya dalam Peraturan Menterl ini disebut
UNNES merupakan perguruan tiriggl yang dlselenggarakan oleh Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) UNNES sebagaimana  dimaksud pada ayat {1) berada d1 bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(3) UNNES merupakan perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan
kenangan badan layanan umum.

Pasal 2
UNNES mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat “menyelenggarakan
pendidikan profesi.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3
UNNES memﬂikl orga.n yang terchm atas:
Senat;
- Rektor,

Satuan Péngawas Interna]
Dewan Penyantun; dan
- Dewan Pertzmbangaﬂ

R S ?T?’
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Bagmn Kedua
Senat .

Pasal 4

(1} Senat sebagalman& d1maksud dalam P—’asal 3. humf a merupakan organ yang
menjalankan fungsi . penetapan pertlmbangan dan pengawasan peiaksanaan
kebijakan akademilc

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal Senat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -
dlatur dalam statuta UNNES

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 5
(1} Rektor sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ vang
menjalankan - fungm penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan
UNNES.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh Rektor.
| Pasal 6

Rektor sebagai organ pengeiola terdiri atas:

Badan Penjaminan Mutu; dan
Unit Pelaksana Teknis.

a. Rektor dan Wakil Rektor;

b. Biro;

c. Fakultas dan Pa&casarjana,
d. Lembaga;

e.

f.

Paragraf 1
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dlmaksud dalam -Pasal 6 huruf a mempunyal tugas
meimimpin penyeienggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
hubmngannya dengan lmgkungan

Pasal 8

Dalam  melaksanakan tugas Sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor
menyelenggarakan fungs;l

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tmgg1

b. pelaksanaan penelitiari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,

C

d. pelaksanaan pembinaan smtas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

e. pelaksanaan kegla_tan layanan administratif.
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Pasal 9'

(1} Wakil Rektor sebagmmana dlmaksud dala_m Pasal G huruf’ a b@mda di bawah
dan bertanggung jawab kepada Rektor. .
(2) Wakil Rektor terdiri atas;

a. Wakit Rektor Bldang Akademxk o
b. Wakil Rektor Bldang Umum dan Keuangan, ST
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam

menimpin penyelenggaraan pendidikan, penehtian dan pengabdlan kepada
masyarakat.

(4} Wakil  Rektor . Bzdang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Rektor dalam memimpin - penyelenggaraan keglatan di bidang administrasi
wmun, kepegawaian, dan keuangan.

(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mampunym tugas membantu Rektor
dalam ~ memimpin penyeienggamaﬂ kegiatan ~di  bidang pembinaan
kemahasiswaan; alumm dan layanan kesejahteraan mahamswa

(6) Wakil - Rektor Bldang Perencanaan - dan - Kerja Sama mempunyai tugas
membantu. Rektor - dalam - -memimpin  penyelenggaraan - kegiatan di- bidang.

perencanaan dan kerja sama serta pengelolaan teknologi - mforma31 dan
komunikasi. :

Pétragraf 2
Biro

Pasal 10

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur

pelaksana administrasi UNNES yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNNES, :

(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung Jawab kepada Rektor.

(3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dlkoordmaszkan oleh Wakil Rektor
sesuai dengan bldang tugasnya

Pasal 11

Biro terdiri atas:
a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;

b. Biro Umum, Hukum, dan Kepegawaian; dan
c. Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 12

Biro Akademik, Kemahamswaan dan Kerja Sama sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf a _ mempunyai - tugas meiaksanakan pelayanan di ‘bidang
akademlk pembmaan kemahamswaan dan kerga sama.

Pasal 13

Dalam . melaksanakan tugas sebagmmana dimaksud  dalam - Pasal 12, Biro
Akademik, Kemahasmwadn dan Kerja Sama menyeleﬂggarakan fungsa

a. pelaksanaan layanan pend1d1kan penelitian, dan pengabdlan kepada
masyarakat; o

b. pelaksanaan eva-luam: pendzdlkan - penelitian,  dan péngabdian kepada
masyarakat; '
¢. pelaksanaan I‘CngtI‘&Sl dan data mahasiswa;
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d. pelaksanaan urusan pembmaan minat, bakat dan kesejahieman mahasiswa;
e. pelaksanaan penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnya; dan
f. pelaksanaan urusatn kerja sama dalam dan luar negﬁrl

Passal 14

Biro Akademlk Kemahaswwaan dan Kerja Sama terc‘hm atas:
Bagian Akademik;

Bagian Kemahasiswaan;

Bagian Kerja Sama; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

oo o

Pasal 15

Bagian Akademik sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan
pengabdlan kepada masyarakat,

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian

Akademik menyelenggarakan fungsi: _

a. pelaksanaan layaman pendidikan, pen‘elitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

b. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdxan kepada
masyarakat;

¢. pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa; dan
d. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik.

Pasal 17

Bagian Akademik terdiri atas:
a. Subbagian Akademik dan Evaluasi; dan
b. SBubbagian Registrasi dan Statistik.

Pasal 18

(1) Subbagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemberian
layanar dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat

(2) Subbagian. Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan administrasi

penerimaan mahagmwa baru registrasi, pengolahan data, dan penyusunan
statistik mahasiswa..

Pasal 19

Bagian Kemahasiswaan 'sebagazmdna dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 19, Bagian
Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;

b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;

¢. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;’
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d. pelaksanaan 1ayanan mformas,l pengembaﬂgan k@maha313Wdan
e. pelaksanaan urusan. keSEJaht&raan mahasiswa; dan

f.  pelaksanaan penyusunam data dan statmtlk aiumm serta urusan alumni
lainnya.

Pasal 21

Baglan Kemahas1swaan tm’dm atas

a. Subbaglan Minat, Penalaran dan Inf@rmasz Kemahaswwaan dan
b. Subbagian Kesejah‘teman Mahasmwa dan Alumm S

P‘aSal 22

(1) Subbaglan Mmat Panalaran dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas
melakukan layanan pembmaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, dan
administrasi kegiatan kermahasiswaan serta pengeiolaan dan layanan fasilitas
dan informasi pengembangan kemahasiswaan, B :

(2) Subbagian  Kesejahteraan  Mahasiswa dan - Alumni mempunyai tugas
melakukan urusan kesmaht&raam mahamswa serta penyusunan dan
pengolah&n data dan penyu&unan statistik alumni serta fasilitasi alumm

Pasal 23

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ mempunyal
tugas melaksanakan urusan kegzatan kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugaa sebagazmana dlma.ksud dalam Pasal 23 Baglan Kerja
Sama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan Kerja &ama dalam negeri;
b. pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri; dan
¢. evaluasi dan pelaporan program kerja sama dalam dan luar negerl

Pasal 25

Bag1an Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b. Subbagmn Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 26

(1) SBubbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan urusan
kegiatan kerja sama dalam negeri serta evaluasi dan pelaporan pmgram kerja
sama dalam negeri.

(2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunym tugas melakukan melakukan

urusan kegiatan k@rga sama luar negeri serta evaluasi dan pe};apc)mn program
kerja sama luar negerl :

Pasal 27

Biro Umurmn, Hukum dan Kepegawalan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b rnempunyai tugas melaksanakan urusan, ketatausahaan, hukum,

ketatalaksanaan, kemmahtanggaan kepegawalan dan pengelelaan barang mlhk
negara. . _ _



Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagalmama dlmaksud dalam Pasal 27 Biro Umum,
Hukum, dan Kepegawamn menyelengg&rakan fungm
pelaksana&n urusan ketatausahaan; o
pelaksanaan urusan hukum dan’ ketatalaksanaan, .
pelaksanaan urusan k:epegawman
pelaksanaan urtsan kemmahtanggaan dan
pelaksanaan pengelaiaan barang milik negara.

P poop

Pasal 29

Biro Umum, Hukumj c:iam Kepegawman terdzrl atas;
a. Bagian Umum; :

b. Bagian Hukum dan Kepegawman, :

C. Kelompok J abatam F‘ungsmnai

Pasal 30

Bagian Umum sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 31

Dalam melakaanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 Ba,gmn
Umuim menyelenggaral{an fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan;

pelaksanaan urusan keprotokolan;

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan

pelaksanaan urusan bamng milik negara.

Qoo

Pasal 32

Bagian Umum terdm atas

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Ruimah Tangga; dan
¢. Subbagian Barang Milik Negara.

- Pasal 33

(1} Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan persuratan,
keprotokolan dan layanan pimpinan.

(2) Subbagian Rumah ’I‘angga mempunyai .'tugas _ melakukan urusan
kerumahtanggaan :

(3) Subbagian Barang Milik Negara mempunym tugas 'malakukan urusan
perencanaan - kebutuhan, = pengadaan, penyimpanan, p@ndistrzbu&an
inventarisasi, dan’ penghapusan barang milik negar&

Pasal 34
Bagian Hukum dan Kepegawalan sebagalmana dzmaksud dalam Pasal 29 huruf b

mempurnyai tugas melaksanakan - hukum, -organisasi, ketatalaksanaan, dan
pengelolaan kepegawalam d1 Imgkungan UNNE}S ' e



Pasal 35

Dalam melaksanakan mgas sebagmmama dlmaksud, daiam Pasal 34 Baglan
Hukum dan Kepegawa1an menyelenggarakan fungsa

a. pelaksanaan penyusunan - peraturan perundang- undangan dan layanan
hukum;

b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

penyusunan formas:t dan rencana pengembangdn pendidik dan tenaga
kependidikan;

. pelaksanaan pengadaan. pengangkatan kepangkatan dan mutasi lainnya;
pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;

pelaksanaan - urusan - dlSlpllI‘l dan pemberhentian pendzdlk dan tenaga
kependidikan; dan

g. pelaksanaan acimimstraa kepegawalan

o]
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Pasal 36

Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Hukum dan Tata Laksana;

b. Subbagian Pendidik; dan

¢. Subbagian Tenaga Kependidikan.

Pasal 37

{1} Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyal tugas melakukan urusan
penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, organisasi,
dan tata laksana.

{2) Subbagmn Pendidik mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan
rericana pengembangan serta  pengadaan, - pengangkatan, mutasi,
pengembangan dlSlphIl pemberhent;an, dan administrasi kep@gawaian
pendidik dan tenaga penunjang akademik.

(3) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tug&s melakukan penyusunan
formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, mutasi,

pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian
tenaga kependidikan,

Pasal 38

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana d1ma1{sud dalam Pasal 11 huruf ¢

mempunyai tugas .mezlaksanakan' urusan perencahaan, keuangan, dan
akuntansi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

pelaksanaan urusan keuangan; dan
- pelaksanaan urusan akuntansi dan pelapc)ran keuangan; dan

pelaksanaan momtermg dan evaiua& pelaksanaan rencana program, dan
anggaran.

a0 o

Pasal 40

Biro Perencanaan dan K@uangan terdiri atas:
a. Baglan Perencanaan; .
b. Bagian Keuangan,
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c. Bagian Akuhtami dan Pe_lapmiﬂan; dan
d. Kelompok Jabatan ?ungsianal. '

Pasal 41

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi

dan penyusunan laporan. .
P_asali 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian
Perencanaan menyelenggarakan fungsi: '

a. penyusunan rencana pengembangan UNNES;

b. penyusunan program dan anggaran; . _ _

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan
d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

© Pasal 43 '

Bagian Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Pasal 44

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyal tugas melakukan
urusan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran UNNES.

(2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
rencana, program, dan anggaran.

Pasal 45

Bagian Keéuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan keuangan. '

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian
Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan anggaran; dan

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan.

Pasal 47

Bagian Keuangan terdiri atas: o

a. Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak; dan
b. Bubbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 48
(1) Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Paj;ak mempﬁnyai tugas

melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran,
dan pertanggingjawaban anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.
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(2) Subbagian Anggaran Pe:nemmaan Negam Bukan Pa_]ak mempunym tugas
melakukan urusan pemblayaan p@mmmaan penyimpanan, pembayaran,
dan p@rtanggung]awahan anggaran penerlmaan negara bukan pajak

Pasal 49

Baglan Akuntansx dan Pelaparan sebagmmana dlmaksud c:lalam Pasal 40 huruf C
mempunyai tugas melakaanakan umsan akuntansz dan pelaporan keuamgan

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian
Akuntansi dan Pelapomn menyelenggarakan fungsi: '
a. pelaksanaan urusan akuntansi; dan -

b. pelak&anaan urusain pelaporan k@uangan

Pasal 51 |

Bagian Akuntansi dan Peiaporan terdiri atas:
a. Subbagian Akuntansi; dan
b. Subbagian Pelaporan Keuangan,

Pasal 52

(1) Subbagmn Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi.

(2) Subbagian Pelaporsan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
pelaporan keuangan.

Pasal 53

{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d,
- Pasal 29 huruf ¢, dan Pasal 40 huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.

(2} Jumlah Jabatan Fungsmnal ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

(3} Jenis - dan jenjang Jabatan  Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
: pemturan pemndang—undangan

Paragraf 3
Fakultas dan Pascasarjana

Pasal b4

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e

merupakan unsur pe}.ak:sana akademik yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Rekter

Pasal B5

Fakultas terdiri atas:

Fakultas llmu Pendidikan;

Fakultas Bahasa dan Sem

Fakultas Hmu Sosial;

Fakultas Matematlka dan Ilmu Peng@tahuan Alam;
Fakultas Teknik; -

Fakultas Ilmu Ke@lahragaan

Fakultas Ek@nomz dan -

Fakultas Hukum. ~

b

FR SO0 o
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Pasal '56 .

Fakultas mempunyal tugas menyelenggarakan dan mengelola pﬁndldlkal‘l
akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok
ilmu pengetahuan dan teknalogz

P’as.ai 57

Dalam melaksanakan tuga% sebagalmana dlma,k:sud dalam Fasal 56 Fakultas'_
menyelenggarakan fungs1

a. -

b.

C.
d.
e.

pelaksanaan dan pengembangam pend1d1kan d1 lmgkung&n Fakultas ' '
pelaksanaan peneiztmn untuk pengembangan ilmu pengetahiuan dan
teknologi; - - o '
pelaksanaan pengabdlan kepada masyarakat

pelaksanaan pem’mnaan civitas akademika; dan

pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 58
Fakultas terdiri atas:
a. Dekan dan Wakll Dakan
b.  Senat Fakultas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Jurusan/Bagian; dan
e. Laboratorium/Bengkel/Studio.
Pasal 59
(1) Fakultas dipimpin oleh morang Dekan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Dekan dibantu oleh 3 {tiga) orang Walkil Dekan.

(3)

Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Dekan.

Pasal 60

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Wakil Dekan Bidang Akademik;
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 61

Wakil Dekan Bu:iang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam

“memimpin pelaksana,an pendidikan, penehtlan dan pengabdlem kepada_

masyarakat.

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Dekan  dalam memlmpm pelaksanaan kegiatan di- bldang perencanaan
keuangan aclmmmtram umum, dan sistem informasi.

Wakil Dekan Bldang Kemahasmwaan mempunyai tugas membantu Dekan

“dalam memlmpm pelaksanaam keglatan d1 bmiang kemahamswaan dan

alumm
Pasal 62

Senat Fakultas seba.galmana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai

tugas melakukan peémberian pertunbangan dan pengawasan terhadap Dekan
dalam pelakganaan akademik di lingkungan Fakultas.

Ketentuan lebih 1&1‘1j11t mengena1 Senat Fakultas dla'tur dalam Peraturan Rektor.
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Pasal 63 :

(1) Bagian - Tata Usaha s;ebagaxmana dlmakaud cialam Pasal 58 huruf ¢
merupakan unit pelayanan administrasi di lmgkungan Fakultas. .

{2) Bagian Tata Usaha dlplmpm oleh seorang Kepala yang bertanggung Jawab
kepada Dekan - ' _ : S :

Pasal 64

Bagian Tata Usaha mempunyal tugass melakaanakan urusan perencanaan
keuangan, - akadem1k - kemahasiswaan, kepegawalan, ketatailaksanaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan barang milik  hegara, akuntansi, ddn
pelaporan di lmgkungan Fak:uitas

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagmmama dlmaksud dalam Pasal 64, Baglan Tata

Usaha memyelenggarakan fungm

a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran,

b. pelaksanaan urusan keuangan di lmgkungan Fakultas;

c. pelaksanaan urusan -pendidikan, penelitian, dan pengabdlan kepada
masyarakat di lingkungan Fakultas;

d. pelaksanaan urusan kemahamswaan dan alumni di lingkungan Fakultas:

e

. peiaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di hngkungan _
Fakultas;

f. pelak&anaan urusan ketatausahaan kerumahtanggaan ‘dan barang milik
negara di lmgkungan Fakultas;

g pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Fakultas

h. pelaksanaan pengelolaan data fakultas dan

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas
Pasal 66

Bagian Tata Usaha pada Fakultas terdiri atas:
a. Subbagian Akadermik dan Kemahasiswaan;
b. Subbagian Keuangan; '

¢. Subbagian Akuntansi; dan

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 67

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan
urusan pendldikan, penehtmn pengabdian  kepada masyarakat'
k_emahamswaan dan: alumm serta pengelo}aan data, evaluasi, dan pelaporan
fakultas, : '

{2) Subbaglan Keuangan mempunyal tugas melakukan umsan keuangan

{3} &.rubbagmn Akuntansi. mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan -
rencana, program, dan anggaran serta akuntanm :

(4) Subbaglan Umum  dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

ketatauisahaan, kepegawamn ketatalaksanaan, | kerumahtanggaan, dan
barang m111k negara ' '
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Pasal 68

(1) Jurusan /Bagmn sebagmmama dlmaksud dalam Pa&al 58 huruf d merupakan
hlmpunan sumber daya pendukung, yang m&nyelenggarakam dan mengelola
pendldikan akademﬂc vokasi, dan/atau profem daiam 1 (satu) atau beberapa'
cabang ilmu pengetahwan dan teknologi. :

(2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh se@rang Ketua Jumsan/ Baglan yang
bertanggung jawab kepada Dekan.

{3} Ketua Jurusan/ Bagian dalam melaksanakan tugasnya dlbantu oieh &aeorang
Sekretaris JurusanjBagian.

(4} Ketua dam Sekretaris Juru'san/ Baglan dmngkat dan diberhenukan oleh
Rektor,

Pasal 69

Jurusan/ Baglan mempunyaj. tugas melaksanakan pend1d1kan akademlk; vokasi,
dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau- beberapa. cabang ilmu. pengetahuam dan
teknologi serta pengelolaan sumber daya’ penduk:ung program studi. '

Pasal 70

Jurusan/Bagian terdlrl atas:
Ketua Jurusan/ Baglan,
Sekretaris JumsanfBagian
Program studi; dan
Kelompok J abatan P‘ungmondl Dosen.

aoop

Pasal 71

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢ mempakan
kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yvang memiliki kurikulum
dan metode pembelgjaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendmhkan profesi, dan /atau pendidikan vokasi.

(2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang
dosen sebagai koordmator '

Pasal 72

{1} Kelompok jabatan’ fungsmnal dosen sebagmmana dimaksud dalam Pasal 70
huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, ‘mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalm pendidikan, penehman dan pengabdian -
kepada masyarakat

(2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kema Jurusan / Bagmn

(3) Keiompok Jabatan fungsmn&l dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berclasarkan peraturan
perundang- undangan

Pasai 73

(1) Laboratorlum/ Bengkel ,’Studlo aebagalmana dlmaksud dalam Pasal 58 huruf e -
merupakan perangkat penun_}ang pelak;sanaan pend1d1kan di Imgkungan-
Fakultas.

(2) Laberatormm/ Eengk:el/ Studm d1p1mpm oleh . &emang temaga fungsmnal yang

keahhannya telah  memenuhi persyaratan sesual  dengan cabang ilmu.
pengetahuan dan teknologi, '
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(3) Tenaga fungsmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
kepada Dekan. S : ' '

" Pasal 74

Laboratorium /Bengkel /Studlo mempunym tugas melakukan keglatan dalam
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas

pendidikan, penehtmn, dan pengabdian kepada masyarakat di - lmgkungan
Fakultas.

Pasal 75
{1} Pascasa,rgaua mempunyal tugas melaksanakan pend;tdxkan program maglster

dan program: doktor untuk bidang ilmu multldimplm _
(2} ?asoasarjana dlplmpm oleh Direktur yang bertanggung Jawab kepada Rektor.

Pasal 76
Pascasarjana terdiri atas:
a. Direktur dan Wakﬂ Direktur;
b. Program Studi; dan
¢. Bagian Tata Usaha :
Pasal 77

(1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur. -
(2} Wakil Direktur terdiri atas:

a. Wakil Direktur Bldang Akademik dan Kemahasiswaan; dan

b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
(3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Dn"ektur Pasc;asarjana.

Pasal 78

(1) Wakil D1rektur Bldang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyal tugas
membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, kemahamswaan alumni, dan kerja sama di
lingkungan Pascasarjana ;

(2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyal tugas membantu
Direktur dalam memimpin pelaksanaan keglatan di bidang perencanaan,

keuangan, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan sarana
prasarana.

Pasal 79

(1) Program studi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan
- kesatuan keglatan pend1d1kan dan pembelajaran vang memiliki kurikulum
“dan metode pembeiajamn tertentu dalam satu ienis pendicilkan akademlk

pendldlkan pmfem ‘dan/ atau pendidlkan vokasi. -

(2) Dalam- penyelenggaraan program st:udl Rektor dapat menumuk seorang_
dosen sebagal koordmator :

Pasal 80 )

(1) Bagian Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal ’76 huruf C
merupakan unit pelayanan administrasi di hngkungan pascasarjana.

(2) Bagian Tata Usaha d1p1mpm oleh seorang I{apala vang bertanggung Jawab'
kepada Dlrektur o _
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Pa@al ’81

Bagian Tata Usaha mempunyal tugab melak:»anakan urusarn  perencanaan,
keuangan, ak;ademlk kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan barang milik ~ negara, akuntansi, dan
pelapomn di lmgkungan Fakultaa S - ' -

Pasal 89

Dalam melak:ssanakan tugas sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 81, Baguan ’I‘ata

Usaha menyelenggarakan fungStt : : '

a. pelaksanaan urusan: ‘penyusunan rencana, program, dan amggaran

b. pelaksanaan urusan keuangan di lmgkungan Pascasarjana;

C. pelaksanaan urusan. - pendidikan, penelitian, dan pengabdlan kepada

masyarakat di Imgkungan Pascasarjana,

d. pelaksanaan urusar kemahasmwaan dan alumm c:h Imgkungan Pascasarjana

e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan “dan kepegawamn di hngkungan :
- Pascasarjana,;

f.  pelaksanaan urusan. ketatausahaan kerumahtanggaan dan barang milik
negara di hngkungan Pascasarjana,

g. pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Pascasarjana

h. pelaksanaan pengelolaan data pascasarjana; dan .

e

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pascasarjana.
Pasal 83

Baglan Tata Usaha pada Pascasarjana terdiri atas:
Subbaglan ﬁkademik dan Kemahasiswaan;
Subbagian Keuangan, -

Subbagian Akuntansi; dan

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

po oo

Pasal 84

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai - tugas melakukan
urusan pendldlk;an penelitian, pengabdlan kepada  masyarakat,
kemahaszswaan dan alumni serta pengelolaan data, evaiuasx dan pelaporan
fakultas, = :

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbaglan Akuntansi mempunyai tugaa melakukan urusan penyusunan
rencana, program, dan anggaran sertd akuntansi.

- (4) Subbagmn Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

ketatausahaan, kepegawazan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan
barang milik negara

Paragraf 4
Lembaga

Pasal 85

(1) Lembaga sebagalmdna dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ada.lah unsur
pela,ksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan
fungm di b1dang penelitian, pengabdlan kepada masyarakat - pengembangan
pendidikan, dan pmfesz o

(2) Lembaga dl}f}lmpln oleh seorang Ketua yang bertanggung Jawab kepada Rektor.

(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
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Pasal 86

Lembaga terdm atas

a. Lembaga Pen&htlan dan Pengabdlan Kepada Masyarakat dan
b. Lembaga Pengembang&n Pendldlkan dan meem

- Pasal 87

Lembaga Penelitian dan Pengabdlan Kepada Masyamkat sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 86 hu:t“uf a  mempunyai tugas melaksanakan  koordinasi,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdzan'
kepada masyarakat,

Pasai 88

Dalam melakﬁanakan tugas sebagmmana d;mak:sud d:alam Pasal 8’? Lembaga
Penﬁhtlan dan Pengabdmn Kepada Masyarakat manyelenggar&kan fungm
penyusunar rencana, program, dan anggaran Lembaga; .
pelaksanaan p@nehtmn lmiah murni dan terapan;
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
koordinasi pelakaanaan kegiatan penelitian dan’ pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; '
“pelaksanaan . kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian  kepada
masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau 1I18t1tuS1 lain baik di dalam
negeri maupun di luar negeri;
g pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pene}man dan pengabdian
kepada ma&yamkat dan
h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

o oo o

Pasal 89

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
Ketua:

Sekretaris; :

Bagian Tata Usaha, .

Pusat; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

spo oy

Pasal 90

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c
merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab

kepada K@tua Lembaga Penelitian dan Pengabdian. Kepada Masyarakat melalui
Sckretarls Lembaga.

Pagal 91

Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan perencanaan,
keuangan, Kepegawaian, ketatalaksanaan ketatausahaan kerumahtanggaan,
dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dam mff)rmam
penelitian dan pengabd1an kepada masyarakat '
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Pasal Q2

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dzmaksud dalam Pasal 91 Bagzan Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi: :

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, keglatan dan anggaran

b. pengumpulan dan pengaiahan data - penehman dan pengabdmn kepada
masyarakat; o

c. pelaksanaan urusasn - dokumentam dan pubhka31' hasil -penehuan dan
pengabdian kepada masyarakat

d. pemberian  layanan. 1nf0rma31 d1 bzdang penehtmn dan pengabdlan kepada _
masyarakat; '

e. pelaksanaan 'umsan pemerolehan hak kckayaan mte:l-ektuai ' (HKI} hasil
penelitian; dan S :
f. pelaksanaan urusan keuangﬁn kepegawalan ketataiaksanaan} ketatausahaan,

kemmahtanggaan dan pengelolaan bareng milik - negara di Imgkungan
Lembaga. '

Pasal 92

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbaglan Pregram dan Akuntansi;
b. Subbagian Keuangan; dan

¢c. Subbagian Umum,

Pasal 93

(1) Subbagian Program dan Akuntansi mempunyai  tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan dan layanan data dan informasi penelitian dan
- pengabdian kepacia masyarakat serta penyusunan - rencana, program,
kegiatan, clan anggaran serta urusarn pemerolehan hak kekayaan intelektual
(HKH hasil penelitian clan ak;untanSJ. Lembaga. =
(2) Subbagmn Keuangan mempunyal tugas melakukan urusan keudngan
(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

kepegawman ketatdldksanaan kemmahtanggaan dan pengelolaan barang
milik negara. '

Pasal 94

(1) Pusat sebagazmana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d mempunyai tugas
-melaksanakan Kegiatan - penelitian/pengkajian  dan pengabdian  kepada
masyarakat sesuai dengan bldangnya

(2) Dalam menyelenggamkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.

(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan
kebutuhan.

: Pasal 05

Lembaga Pengembangan Pend1d1kan dan Profesi sebagmmama dlmaksud dalam
Pasal 86 huruf b meny unyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembmgan pendldlkan dan profesi serta
mengusahakan dan mengendahkan admmmtra&;:t sumber daya yang dlperlukan
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Paaal 96

Dalam melaksanakan tugas se;bagwmana dlmak’:sud dalam Pasal QS Lembaga

Pengembangan Pendidikan dan Profesi menyeienggarakan fungsz E

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; - _

b. pelaksanaan pemngkﬁtan mutu dan pengembangan pendidikan dan pmfem

¢. koordinasi ' pelaksanaan kegza‘tan penmgkatan pend1d1kan pengembamgan_
pendld:tk,an dan profesi; _

d. pelaksanaan pengembmgan kapasnas pengelolaan pada unit- umt pelaksana
pengembangan pendidikan dan profesi sebagai Wahana pangembangan pendz—'
dikan dan profem mltl __miplm dan interdisiplin.

e. pelaksamaan penggalangan sumber daya pengembangan pendldxkan dan

- profesi melalui kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi kompetitif.,

f. pelaksanaan - penyelenggaraan penerapan = standar - mutu - pengembangan
pendidikan  dan profesi dan akreditasi kompeten& sarana dan prasarana
pengembangan pendidikan dan profesi.

g. pemantauan dan evaiuagl pemngkatan pendzdakan pengembangan pend1d1kan
dan profesi; dan : :

h. pelak&anaan urusarn: admmmtram Lembaga

Pasal Q7

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi terdiri atas:
Ketua;

Sekretaris;

-Bagian Tata Usaha;

Pusat; dan

Keiompok J abatan F‘tmgsxonal

oo TR

Pasal 98

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c
merupakan unit pelayanan administrasi di lmgkungan Lembaga.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab

kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi melalui
Sekretaris Lembaga. .

Pasal 99

Bagian Tata Usaha mempunym tugas melaksa,nakan urusan perencanaan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi
pengembangan pendldikan dan profesi.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dlmaksud dalam Pasai 99 Bagmn Tata
Usaha menyelenggarakan fungst: -
a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatam dan anggaran -
b. pengumpulan dan pengalahan data pengembangan pendldlkan dan pmfesz, B
c. pelaksanaan  urusan.- dokumentasi dan publlkaSI hasﬂ - pengembangan -
pendidikan dan profesi; '

d. pembenan 1ayanan mformam di bidang pengembangan pendldlkan dan profem
. dan o
e. pelaksanaan urusan keuangan kepegawalan ketata.lak,sanaan Lgetatausahaan,

dan kemmahtanggaan serta pengeloiaan barang milik negara di lmgkungan
Lembaga. - _
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Pasal 101

Bagian Tata Usaha terdm atas

a. . Subbagian ?rogram dan. Akuntansx
b. 'Subbagian Keuamgan dan

c. Subbagzan Umum

Pasal' 102

(1) SBubbagian Program = dan ‘- Akuntansi mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Sserta urusan
akuntansi Lembaga. '

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangdn _

(3) Subbagian Umum . mempunyai tugas melakukan urusan - ketatausahaan,

kepegawaian, ketatalaksamaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan ‘barang.
milik negara.

Pasal 103

(1) Pusat sebagmmana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d mempunym tugas
melaksanakan keglatan pengembangan pendldlkan dan pr@fem sesuai dengan
bidangnya. . :

{2) Dalam menyel@ngg&mkam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.

(3) Pembentukan dan pemutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan
kebutuhan.

»

Pasal 104

(1} Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e
dan Pasal 97 huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terdiri atas
sejumlah cioscn dan/atau tenaga fungsional lainnya.

(2) Jumlah ]abatan fungsmna] d1tetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

(3} Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ke:tentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Badan Penjaminan Mutu

Pasal 105

(1} Badan Pcnjamman Mutu sebagaimana dzmdksud dalam Pasal 6 huruf e
adalah unsur palaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan
sebaglan tugas dan fungsi di ‘bidang sistem penjaminan mutu internal. _

(2} Badan Penjaminan Mum dipimpin oleh seorang Ketua yang hertanggung jawab.
kepada Rektor.

{3} Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Badan
Penjamman Mutu

Pa&al 106

Badan Penjamman Mutu sebagaxmand dlmaksud dalam Fasal 105 mempunyax

tugas - merencanakarn; melakganakan mengendahkan dan mengembangk.an'
sistem penjamman mutu internal.. "
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Pasal 107

Dalam melaksanakm tugas Sebagmnana dlmakaud dalam ’Pasal 106 Badan

Pengamman Mutu menyel&nggarakan fangsi: - - '

4. penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan -

b. pelaksanaan penyusunan program penjaminan mutu di bidang pendidikan,
pene-litian, dan pengabdlan kepada masyarakat serta kemahasiswaan;

c. pelaksanaan penyusunan standar dan prosedur mutit pendzdlkan penehtlan E
dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan;

d. pelak&anaam ‘audit muty pendzdlkan penehtlan da,n pengabdlan kepa.da
masyarakat serta kemahasmwaan

e. pelaksanaan mamt@mng dan evaluasz akademlk mternal

f. pelaksanaan fasﬂlta&;l momtormg dan evaluam akademlk serta audlt mutu
eksternal; ' :

g. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan P@ngawas Internal

h. pelaksanaan pendampmgan dan evaluasi akreditasi; dan

i. pelaksanaan urusan ‘administrasi Lembaga.

Pasal 108

Badan Penjamman Mutu terdlrl atas:

a. Ketua;
b, Sekmtams;

c. Pusat; dan

d. Anggota.

Paragraf 6
‘Unit Pelaksana Teknis

Pasal 109

(1) Unit P&lak:sana ’I‘ekms aeba.gaimana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf f
selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik atau sumber
belajar UNNES,

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3} Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 110

UPT terdiri atas:

UPT Perpustakaan;

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
UPT Hubungan Masyarakat;

UPT Pengembangan Kanservam dan

UPT Kears:ipan

a0 oy

 Pasal 111
(1} UPT Perpustakaan sebagalmana dzmaksud dalam Pasal - 110 hu'ruf a
merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan o _
(2} Kepala UPT Perpustakaan dlkoordma&kan oleh Wakﬂ Rektor B1dang Akademik,
Pasal 112 |

UPT. Perpus;takaan mempunyaz tugas m.elaksariakan pembfzria_n layanan
kepustakaan - '
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Dalam- melaksanakan tugas sebagalmana dzmak:aud dalam Pasal 112 UPT
Perpuatakaan menyelenggamkan fungm ' :
penyusupan rencana, program, dan anggaran UI—“”I‘ _
penyusunan rencana kKebutuhan dan panyedlaan bahan pustaka?
pengolahan bahan: pustaka '
- pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
pemeliharaan bahan pustaka; dan
pelaksanaan urusan: tata usaha UPT.

mo a0 oe .

Pasal 114

UPT Perpustakaan terdlrl atas:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata U‘saha dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal 115

{1} Subbagxan Tata Usaha sebagalmana dimaksud dalam  Pasal 114 huruf b
mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan kerumahtanggaan, dan pengeielaan sarana
dan prasarana UPT.

(2) Subbagian Tata Usaha dlplmpm oleh seorang Kepala yvang bertanggung jawab
kepacia Kepala UP’T

Pasal 1. 16

(1) UPT Tekn010g1 Informasi clan Komunikasi sﬁ:bagalmana d1maksud dalam Pasal
110 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di badang pengembarngan dan
pengeloiaan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Wakil

- Rektor Bldang Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 117

UPT 'I‘eknolog1 Informasi - dan Komumkam mempunym tugas melaksanakan,

pengembangan, pengelolaan dan pemberian layanan teknelogi 1nformas1 dan-
komunikasi serta pengelﬂlaan sistem mformam

Pasal 118

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, UPT

Teknologi Informam dan Komun1kas1 menyeienggarakan fumgszl

a. penyusunan rencana, program ‘dan anggaran UPT;

b. pelaksanaan pengembangan j Jarmgan dan web sxte UNNES

c. pelaksanaan: pendataan dan pemrograman;

d. pelaksanaan pengﬁmbangan dan pengelolaan multi. media,

e. pelaksanaan pemelitharaan - perangkat keras dan perangk:at Iunak teknoiogl-
informasi dan komunikasi; _

f. pembenan 1ayar1ar1 tekn010g1 mformam dan komumkasx kepada mahamswa?
- dan :

2. pelaksanaan urusan admmlstram UPT.
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Pasal 1 19

UPT Teknologi Informa31 dan Kom‘umk:am terdm ataa
a. Kepalg; : :

b. Subbagian Tata. Usaha, dan

¢. Kelompok Ja_batan Fungsmnai

Pasal 120

(1) Subbagian Ta.t:d Usaha sebagalmana d1ma_ksud dalam Pasal 119 huraf b
mempunyai tugas. melakukan urusan  perencanaan, keuangan kepegawalan
ketatalaksanaan, ketatausahaan kemmahtanggaan, dan. pengelolaan sarana
dan prasarana UPT.

(2) Subbagian Ta,ta Usaha dlplmpm oleh seorang Kepala yang bertanggung jawabh
kepada Kepala UPT o _ _ '

Pa3a1121

(1) UPT Hubungan Masyarakat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 110 huruf ¢

mempakan unit pelaksana teknis di bldang layanan informasi dan hubungan
masyarakat.

{2) UPT Hubungan Masyarakat dikoordinasikan oleh Wakil 'Rektor Bidang
Perencana&n dan Kerja Sama.

Pasal 122

UPT Hubungan Masyarakat mempumyal tugas melaksanakan pemberian layandn
informasi dan pubhkasx

Pasal 123

Dalam melaksanakan ‘tugas  sebagaimana dimaksud daiam Pasai 122, UPT
Hubungan Masyaraka‘t menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran

b. pelaksanaan pemberian layanan informasi;

c. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

d. pelaksanaan urusan. hubungean masyarakat; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Hubungan Masyarakat.

Pasal 124

UPT Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Kepala, _

b. Subbagian Tata Usaha, dan

C. Kelompok Jabatan P‘ungsmnai

Pasal 125

(I}_Subbagzan Tata Usaha sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 124 huruf b
mempunyai tugas melalmkan urusan perencanaan,: keuangan kepcgawalan '

ketatalaksanaan, ketatausahaan kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana .

dan prasarana UPT,

{2) Subbagian Tata Usaha dlplmpm oleh seorang Kepala yang bertamggung jawab
kepada Kepala UP’I‘ '
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' Pasal 1'26

(1) UPT Pengembangan KQnservam sebagalmana dlmaksud dalam Pasai 110 huruf
d merupakan unit pelaksana teknis di ‘bidang pengembangan konsewam

(2) Kepala UPT Pengembangan Konserva31 dzkoardmamkan oleh Wakil Rektor
Bidang Akademik 0 :

' P&ml 13'7 .

93343 Peng@mbangm K@naervam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
dan memberlkan 1&y&nam di bldang konservasi. :

- Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas. sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 127, UPT -

Pengembangan Konsewas:t menyelenggarakan fungsz

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; o _

b. pelaksanaan _ pemngkatan mutu - _pengembangan konservasi - -secara
berkelanjutan _ o

¢. pelaksanaan fasﬂltam sarana dan prasarana pengembamgam konsc:rva51

d. pelaksanaan pengembangan kapasxtas pengelolaan . pada umt ~unit pelaksana
' pengembang&n konservasi;

e. perancangan dan pengawasan standar mutu pengembamgam kanservam

f.  penggalangan sumber. daya - dan kerja sama di ‘bidang - pengembangan
~konservasi; -

g. pelaksanaan perancangan ~dan perumusan standar pelaksanaaﬂ kegmtan;

konservasi - sumber daya alam, sosial, seni, dan budaya, serta. pendzdikan
konservam, :

h. pelaksanaan kegmt&n penehtxam pend1d1kan dan pengabdzan dalam bidang
konservasi;

i ‘melakukan sosialisasi, publikasi program, . dan pelaksanaan keglatan
- komsérvasi; dan B

j. pelaksanaan umsan;'tata usaha UPT.
Pagal 129

UPT Perigembangan Kenservasx terdiri atas:
a. Kepala; dani o
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

(1) UPT Kearmpan Sebaga:&mana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e mempakan
unit pelakaana teknis di bxdang pengelolaan arsip.

(2) Kepala UPT - Kearslpan dlkoordmas:tkan oleh Wakil Rektor Bldang Umum dan
Keuangan -
Pasal 131
UPT Kearsapan memyunym tugas meiaksanakan pengelola&n arsz.p

Pc:a.sai 132

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 130 UP’I‘
Kearsipan menyelengg&mk&n fungsi;

a. pelaksanaan penyusunan rencana, progrdm deil’l anggaran,

b. pelaksanaan pengelolaan arsip; dan

¢. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
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Pasal 133
UPT Kearsipan terdiri ata&
a. Kepala; dan ;
b. Kelompok Jabatan F‘ungmonal
- Pasal 134« : _ﬁ

(1} Kelompok Jabatan fungslonal sebagaxmana dzmaksud daiam Pasal 114 huruf c,
Pasal 119 huruf ¢, Pasal 124 huruf ¢, Pasal 129 humf b d;—m Pasal 133 hum,f b
terdiri atas sejumlah tenaga fung&mnal S

(2} Jumlah jabatan fungmomal ditetapkan menumt kebutuhaﬂ dan beban kerja

(2) Jenis dan j jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndangwundangan '

. Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 135

(1) Satuan Pengawas Intemai sebagaimana dlmaksud c{alam Pasal 3 huruf c
merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non- -akademik.

{2} Ketentuan . lebih lanjut mengenal Satuan Pengawas  Internal sebagalmana
dimalksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UNNES,

- Bagian Kelima
Dewan Penvantun

Pasal 136

{1} Dewan Penyantun sebagwmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan
organ yang menjalankan fungsi membantu. pengembangan dan pendanaan
UNNES.

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai Dewan Penyantun sebagalmana d1maksud
pada ayat (1) diatur dalam statuta UNNES,

Bagia_m Keenam
Dewan Pertimbangan

Pasal 137

{1) Dewan Permmbangam sebagalmana dlmakbud dalam Pasal 3 huruf e
merupakan organ yang menjalankan fungsi pertlmbangan non-akademik.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenal Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dlatur daiam statuta UNNES,

Bagian Ketujuh
Lain-L_ain
'Badan Pengﬁémbangan Bisnis
Pasal 138
(1) Badan | Pengembangan . Bisnis mempuriym - tugas " melaksanakan
pengembangan unit usaha dan mengmptlmalkan perolehan sumber sumber

pendanaan - universitas = untuk mendukung pelaksanaan - penerapan
pengelolaan keuangan badan layanan umum UNNES.,
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{(2) Bada,n Peng@mbangan Bmms bertanggung Jawab kepada R@k‘tor sebagai
pemimpin badan layanan umum.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenm Badan- Pengembangan Bisnis sebagaimana
dlmaksucl pada ayat {1) dlatur demgam Peraturan Rekmr ' :

CBABIN
ESELONISASI =

Pabal 139

Rektor Wakll Rektor, Dek:an, Walkil D@kan, Ketua Lembagd Sekretams Lembaga _
Ketua Jurusan Sekretams Jurusan, Direktur Paaeasargana, Wakﬂ Direktur
Pascasarjana Ketua Badan Penjamman Mutu, dan Kepala UP’I‘ bukan
merupakan jabatan strukmral :

Pasal 140

{1) Kepala Blro adalah Jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Baglan adalah jabatan struktural e:&;elt)n HlLa.
(3} Kepala Subbaglan adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 1 41

Wakil Rektor,. Dek@n Dlrektur Pascasarjana Ketua Lembaga, Kepala BII’Q, Ketua -
Badan Panjamman Mutu, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan
koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lmgkungan_

UNNES maupun dengan mstanm lain di luar UNNES sesuai dengan tugasnya
masing-masing.

Pasal 142

(1) Setiap pimpinan satuan Qrgamsam di lmgkungan UNNES dalam melaksanakan
tugasnya wajib:

a. menerapkan prmmp koordinasi, integrasi, dan Smkromsasrl balk d1
lingkungan masing-masing satuan organisasi di hngkungan UNNES
maupun dengan instansi lain di luar UNNES sesuai dengan tugasnya
masing-masing;

b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabﬂa terjadi penyimpangan
supaya = mengambil Iangkah langkah vang dlperlukan sesuail - dengan
ketentuan. peraturan. pemndangmundangan o

C. meng1kut1 “mematuhi petunjuk dan . bertanggung j&W&lb kepada atasan
masmgwmasmg, .

- d. menyampaikan. laporan berkala tapat pada waktun‘ya da,n -

e. bertanggung jawab memlmpm dan melakukan koordinasi dengan bawahan
masing-masing "~ dan = memberikan blmbmgan serta petunjuk bagi
pelak&anaan tugas bawahan :

{2) Seta,ap plmpman satuan - ‘organisasi yang menerima 1aporan dari plmpman

satuan organisasi dlbawahnya wajib mengelah c:ian mempergunakan sesuai
_ dengan kebutuhan dan kewemangannya ' '
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~ Pasal 148

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua
Badan Penjaminan Mutu, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan
laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum, ‘Hukum, dan
Kepegawaian dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai -

hubungan kerja dengan UNNES.

G BABV .
 KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pasal 144

Perubahan organisasi dan tata kerja UNNES menurut Peraturan ini, ditetapkan
oleh Menteri' Riset, = Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 145

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UNNES dijabarkan ke dalam rincian
tugas masing-masing unit kerja. - R

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2000 - tentang
Organisasi dan Tata . Kerja Universitas Negeri Semarang masih tetap
dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja - Universitas Negeri
Semarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. _

(2} Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
dalam walktu 1 (satu} tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 147

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan
Pasal 60 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Dosen.

.~ BaBvi
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 148 -
Pada saat _'Peramra'n M;é:ntéri_ ini mulai berlaku, _kéténtuan yéng mengatur tentarig
organisasi dan tata kerja di lingkungan Univesitas Negeri Semarang yanhg telah -

ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. - - - ' ' ' o
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' Pasal 149
Peraturan M@nten 1m muim beriaku pada tzmggal dmndangkan .

Agar setlap orang m@ngetahumya memermtahkan pengt,mdangan Peraturan_
Mentem ini dengan penempatannya dalam Berlta Nﬁgam Repubhk Indonesm
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- pada tanggaL 10 September 2(}15 L _
MENTERI RISET, TEKNOLOG} DAN PENDIDIKAN TINGGI _
REPUBLIK INDONESIA

. TTD.

. MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

- YASONNA H. LAOLY : -
BERITA NE}GARA REPUBLIK INDONESXA TAHUN 2015 NOMOR 1391

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Ani Nurdlam Azizah
NIP 19581201 198503200 1



